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KEPUTUSAN SIDANG PARIPURNA KOMNAS HAM
Nomor: 01/SP/1/2014

Sidang Paripurna Komnas HAM dalam Sidang pada Selasa - Kamis, 7 — 9

Januari 2014 menyepakati untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Mengesahkan agenda Sidang Paripurna, Selasa - Kamis, 7 - 9 Januari

2014:

1. Usulan dan pengesahan agenda Sidang Paripurna 7 - 9 Januari
2014;

2. Review Keputusan Sidang Paripurna 3 - 4 Desember 2013 dan

Progress Report;

3. Laporan kegiatan Pimpinan dan Subkomisi;

a. Laporan Pimpinan;

b.

C.

d.

€.

Laporan Pemantauan;
Laporan Subkomisi Mediasi;
Laporan Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan;

Laporan Subkomisi Pengkajian dan Penelitian;

4. Current issues dan usulan penyikapan;

a.
b.

C.

Surat dari Perwakilan Papua;

Penembakan terhadap 6 (enam) orang terduga teroris;
Pembahasan dan persiapan Komnas HAM sebagai Ketua
SEANF tahun 2014;

Pembahasan tentang pengadu yang menginap di gedung
Komnas HAM;

Pandangan Kelembagaan Komnas HAM dalam rangka refleksi
akhir tahun;
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f.  Strategi Komnas HAM terkait KKR (dimasukkan dalam
outlook Komnas HAM 2014);

g. Sikap Komnas HAM terkait isu ekosob semisal kenaikan harga
LPG, pemberlakuan BPJS, dll;

h. Sikap Komnas HAM atas gugatan Yusril lhza Mahendra terkait
UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi;

i. Kepemimpinan nasional dan impunitas terkait pelaksanaan
pemilu 2014;

S. Pembahasan Tim-Tim Bentukan Sidang Paripurna Tahun 2013 yang
belum diselesaikan;

6. Laporan perkembangan pergantian sekretaris jenderal Komnas HAM
oleh pimpinan;

7. Penyampaian revisi draf poin-poin prinsip kerjasama/pedoman
Komnas HAM dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga oleh
pimpinan;

8. Penyampaian draf Standar Operasional Prosedur Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan
Etnis oleh Komisioner Roichatul Aswidah, Ansori Sinungan,
Muhammad Nurkhoiron, Maneger Nasution dan M. Imdadun Rahmat;

9. Penyampaian draf Peraturan Komnas HAM tentang Pelayanan
Informasi Publik oleh Komisioner Siti Noor Laila, Siane Indriani dan
Muhammad Nurkhoiron;

10. Penyampaian dan pembahasan revisi Laporan Tim Kajian Terorisme;

11. Penyampaian draf Peraturan Komnas HAM tentang Tata Cara
Pemberian Surat Keterangan Korban dan/Keluarga Korban
Pelanggaran HAM yang Berat oleh Pimpinan Komnas HAM;

12. Laporan pimpinan dan sekretaris jenderal untuk melakukan upaya
penyelesaian permasalahan pegawai tidak tetap (PTT) Komnas HAM,
antara lain dengan study banding ke instansi lain, pendaftaran PTT
ke badan Kepegawaian Negara dan komunikasi dengan Kementerian
Keuangan mengenai penyesuaian gaji PTT yang akan disampaikan
oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat;

13. Laporan Hasil Evaluasi Komnas HAM Semester II oleh Pimpinan;

14. Laporan perkembangan Tim Penataan Kelembagaan;
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Laporan perkembangan rencana Pemantauan Pemilu 2014;

Laporan perkembangan Tim Dugaan pelanggaran HAM yang Berat
Aceh;

Laporan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan (stakeholders)
yang relevan untuk menentukan posisi Komnas HAM terkait 75
kasus kejahatan kolonialisme Belanda oleh Komisioner Sandra
Moniaga, Hafid Abbas, Ansori Sinungan dan Nur Kholis disampaikan
secara tertulis pada Sidang Paripurna Januari 2014;

Laporan Akhir Tim Ad Hoc Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat
masa lalu;

Laporan Timor Leste;

Laporan national inquiry oleh Komisioner Sandra Moniaga;

Laporan Special Rapporteur Bisnis dan HAM oleh Komisioner Nur
Kholis;

Penutup.

II. Keputusan Sidang Paripurna 7 - 9 Januari 2014

s

Sidang Paripurna 7 - 9 Januari 2014 dipimpin oleh Komisioner Hafid
Abbas selaku Ketua Sidang dan Komisioner Maneger Nasution selaku
Wakil Ketua Sidang;

Sidang Paripurna bersifat terbatas;

Memutuskan pembahasan anggaran Komnas HAM tahun 2015 pada
Sidang Paripurna Maret 2014 dan Sesjen diminta untuk
mempersiapkan data pendukung pola distribusi anggaran selama 3
(tiga) tahun terakhir untuk menentukan alokasi anggaran ke depan;
Memutuskan rancangan revisi kertas posisi Kebebasan Beragama
oleh Komisioner M. Imdadun Rahmat akan disampaikan kepada
seluruh  Komisioner selambat-lambatnya satu minggu sejak
diputuskan dan akan disahkan pada Sidang Paripurna Februari
2014,

Memutuskan laporan tiga bulanan pimpinan dan subkomisi pada
Sidang Paripurna Februari 2014 mengacu pada LAKIP dan hasil

review Renstra Komnas HAM. Adapun rancangan format laporan
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akan disempurnakan oleh pimpinan bersama Komisioner M.
Nurkhoiron dan Komisioner Sandra Moniaga;

6. Memutuskan laporan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan
(stakeholders) yang relevan untuk menentukan posisi Komnas HAM
terkait 75 kasus kejahatan kolonialisme Belanda ditunda pada
Sidang Paripurna Februari 2014;

7. Menugaskan kepada Pimpinan untuk membalas surat dari
Perwakilan Papua terkait dengan pertanyaan tentang kewenangan
Kantor Perwakilan;

8. Menugaskan kepada Tim Kajian Terorisme untuk membuat
rancangan surat kepada Presiden dengan tembusan kepada Majelis-
majelis Agama dan Organisasi Keagamaan. Surat tersebut terkait
pola-pola kekerasan yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan
terorisme dengan mengacu pada hasil temuan Tim;

9. Memutuskan bahwa program pemantauan Pemilu 2014 dilakukan
dengan mengintegrasikan semua fungsi subkomisi;

10. Memutuskan membuat kriteria-kriteria kepemimpinan nasional
bersama Komnas Perempuan dan KPAI dalam rangka memberikan
pendidikan politik kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu
2014,

11. Memutuskan Tim Kajian Terorisme, Tim Penataan Kelembagaan, Tim
Ad Hoc Dugaan Pelanggaran Ham Berat Aceh dan Tim Ad Hoc Tindak
Lanjut Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat untuk diperpanjang
masa kerjanya selama 3 (tiga) bulan sejak diputuskan atau sesuai
kebutuhan;

12. Memutuskan bahwa pada prinsipnya Komnas HAM tidak memadai
untuk menampung para pengadu yang menginap karena dapat
menghambat akses pengadu yang lain;

13. Menugaskan Pimpinan dan seluruh Komisioner untuk membuat
catatan awal tahun dan disampaikan kepada publik melalui
konferensi pers pada hari Jumat 17 Januari 2014;

14. Memutuskan pembentukan Tim Seleksi Sesjen Komnas HAM yang
terdiri dari 3 (tiga) orang unsur internal yaitu Komisioner M. Imdadun
Rahmat, Komisioner Sandra Moniaga dan Komisioner Anshori
Sinungan dan 4 (empat) orang unsur eksternal yaitu Makarim
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Wibisono, Zumrotin K. Susilo, Gembong Priyono, dan Roy Chong. Tim
bekerja selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Januari hingga akhir
Februari 2014 untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon Sesjen;

15. Memutuskan rancangan prinsip kerjasama/pedoman Komnas HAM
dalam membangun kerjasama dengan pihak ketiga diperbaiki oleh
Komisioner Dianto Bachriadi dan akan disampaikan pada Sidang
Paripurna Februari 2014;

16. Memutuskan rancangan Standar Operasional Prosedur Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis dianggap telah disetujui apabila dalam 10 hari sejak
Sidang Paripurna ini tidak mendapatkan masukan dari para
Komisioner;

17. Memutuskan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Pelayanan
Informasi Publik dianggap telah disetujui apabila dalam 10 hari sejak
Sidang Paripurna ini tidak mendapatkan masukan dari para
Komisioner;

18. Memutuskan penyampaian dan pembahasan revisi Laporan Tim
Kajian Terorisme pada Sidang Paripurna Februari 2014;

19. Memutuskan rancangan Peraturan Komnas HAM tentang Tata Cara
Pemberian Surat Keterangan Korban dan/Keluarga Korban
Pelanggaran HAM yang Berat dianggap telah disetujui apabila dalam
10 hari sejak Sidang Paripurna ini tidak mendapatkan masukan dari
para Komisioner;

20. Memutuskan Pimpinan untuk melanjutkan upaya pemenuhan hak
asasi PTT sebagai pekerja sesuai peraturan perundangan yang
berlaku dengan rumusan tahapan-tahapan yang disampaikan pada
Sidang Paripurna Februari 2014;

21. Memutuskan pelaksanaan Rapat Evaluasi Komnas HAM dan Forkom
untuk dihadiri oleh semua pejabat struktural dan Komisioner;

22. Memutuskan pembentukan Tim Timor Leste untuk Anak Hilang yang
anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing subkomisi yaitu
Komisioner Sandra Moniaga, Komisioner Maneger Nasution,
Komisioner M. Nurkhoiron, dan Komisioner Ansori Sinungan dengan
masa kerja 3 (tiga) bulan sejak diputuskan dengan mandat sesuai
dengan MoU Komnas HAM dan PDHJ;
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23. Memutuskan menerima rancangan kertas posisi Bisnis dan HAM
dengan catatan untuk disempurnakan berdasarkan masukan-
masukan Sidang Paripurna dan akan disampaikan pada Sidang
Paripurna berikutnya;

24. Memutuskan proses pemilihan Sesjen baru diselesaikan selambat-
lambatnya akhir Februari 2014 setelah diputuskan dalam sidang
Paripurna, pimpinan menyampaikan surat kepada Presiden berisi
usulan : 1. Pemberhentian Sesjen, 2. Pengangkatan Sesjen baru dari
hasil seleksi yang telah dilakukan. Dengan demikian Sesjen lama
berstatus non aktif per tanggal surat kepada Presiden. Keputusan ini

memperbaiki keputusan Sidang Paripurna sebelumnya.

Jakarta, 9 Januari 2014
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

1. Siti Noor Laila/Ketua

2. M.Imdadun Rahmat/WakilKetua

3. Dianto Bachriadi/WakilKetua

4. Ansori Sinungan/Anggota

5. Hafid Abbas/Anggota

6. Maneger Nasution/Anggota

7. Muhammad Nurkhoiron/Anggota

8. Natalius Pigai/Anggota
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9. NurKholis/Anggota

10. Otto Nur Abdullah/Anggota

11. Roichatul Aswidah/Anggota

12. Sandrayati Moniaga/Anggota

13. Siane Indriani/Anggota
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